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ABSTRAK 
 
Provinsi Riau nampaknya belum akan keluar dari krisis alam persekitaran yang disebabkan 
oleh jerebu yang hampir setiap tahunnya menjadi ‘konsumsi’ wilayah ini. Walaupun secara 
alamiah provinsi Riau memang wilayah yang sangat rawan kebakaran lahan gambut dan hutan, 
namun dalam berbagai kes jerebu ini faktor alamiah hanyalah salah satu penyebab dengan 
bahagian yang sangat kecil, faktor terbesar justru datang dari ketidak mampuan kerajaan dalam 
mengurus alam persekitaran serta melakukan komunikasi krisis terhadap masyarakat. Tulisan 
ini mencoba memberikan solusi terhadap komunikasi yang akan dilakukan para pembuat 
kebijakan, khususnya kerajaan daerah provinsi Riau dalam situasi krisis alam persekitaran 
disebabkan jerebu yang menimpa masyarakat setiap tahunnya. 
 
Kata kunci: komunikasi krisis dan alam persekitaran 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) di provinsi Riau tiap tahun selalu terjadi krisis alam 
persekitaran yang disebabkan oleh jerebu. Data terakhir, Seluas 11.128 hektare lahan hutan dan 
perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau telah terbakar sejak empat pekan bulan 
September 2015, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang 
diungkapkan, Rabu (5/3). "Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jauh meningkat. 
Kemarin itu luas lahan yang terbakar sesuai dengan data yang masuk baru sekitar 10.502 
hektare," kata Agus Wibowo, Humas BNPB yang bertugas di Posko Satuan Tugas (Satgas) 
Penanggulangan bencana jerebu Provinsi Riau di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin 
Pekanbaru.  
 
Luas lahan terbakar terbanyak menurut data tersebut berada di Kabupaten Bengkalis yakni 
4.685 hektare, kemudian Meranti sebanyak 3.724 hektare. Ada juga lahan seluas 1.052 hektare 
di Kabupaten Siak juga terbakar, sementara di Kota Dumai sudah 794 lahan terbakar. Di 
Kabupaten Indragiri Hilir luas lahan terbakar jumlahnya 329 hektare, dan di Pelalawan 
sebanyak 165 hektare, Kampar 159 hektare, Indragiri Hulu 137 hektare, serta terakhir di Rokan 
Hilir ada sebanyak 128 hektare yang terbakar. 
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Peristiwa kebakaran lahan di Riau tahun ini terjadi sejak awal Februari dan terus meluas hingga 
saat ini, menyebabkan ruang udara di berbagai wilayah kabupaten/kota di provinsi Riau 
menjadi tercemar jerebu. Jerebu juga menyebabkan beberapa aktiviti masyarakat seperti 
pendidikan, perekonomian dan lainnya menjadi terhambat. Pemerintah setempat telah 
menyatakan daerah ini dalam situasi tanggap darurat kebakaran lahan dan jerebu, sekolah-
sekolah telah mulai dicutikan. 
 
Jerebu di Riau yang telah mengancam dan merenggut kesihatan masyarakat dapat 
dikategorikan sebagai krisis, sesuai dengan kriteria Laurence Barton, bahawa krisis bersifat 
kejutan, mengancam nilai-nilai penting dalam masyarakat, memerlukan keputusan segera. 
Selain itu, jerebu merupakan kejahatan alam persekitaran yang dilakukan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi sahaja. 
Dalam kes jerebu di Riau ini, masyarakat menilai bahawa sumber krisis mengarah kepada 
disfungsional sistem, rendahnya menajemen resiko dan kurang tanggapnya kerajaan melihat 
berbagai dampak yang mungkin terjadi, apalagi kes jerebu ini terjadi berulang-ulang setiap 
tahunnya. Kerajaan daerah selalu berjanji untuk mengadakan penyelidikan dan penindakan 
terhadap para pembakar lahan, namun belum ada tanda-tanda krisis alam persekitaran yang 
disebabkan oleh jerebu ini akan dapat terselesaikan. 
 
Berdasarkan analisa penulis terhadap krisis alam persekitaran yang menyebabkan  setiap 
tahunnya terjadi jerebu di provinsi riau, ada beberapa faktor penyebab, iaitu: 
 

1. Rendahnya respon/tanggap bencana kerajaan daerah provinsi Riau terkait laporan 
masyarakat sekitar mengenai kondisi alam persekitaran yang cenderung dirusak 
oleh beberapa kerajaan besar perkebunan dengan menggunakan tangan oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. 

2. Pengelolaan tata ruang yang tidak sesuai aturan dan tidak pernah tuntas. 
3. Adanya dugaan kelalaian dinas terkait terhadap perawatan alam persekitaran hutan 

di provinsi Riau. 
4. Lemahnya koordinasi dan tanggung jawab kerajaan pusat dan daerah pasca krisis 

jerebu setiap tahunnya. 
 

Permasalahan 
 
Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ingin melihat bagaimana komunikasi krisis yang harus 
dilakukan kerajaan terhadap jerebu yang terjadi di provinsi Riau? 

 
Pembahasan 
 
Manajemen krisis bukan suatu hal yang baru dalam bidang komunikasi,  utamanya dalam 
bidang perhubungan awam. Meskipun krisis seringkali terjadi di luar dugaan, namun sebuah 
organisasi baik itu organisasi swasta mahupun instansi kerajaanan harus selalu siap menghadapi 
krisis yang mungkin menimpanya ataupun alam persekitarannya.  
 
Dalam kes jerebu di Riau, kerajaan daerah provinsi Riau harus bisa mengidentifikasi masalah-
masalah yang mungkin akan terjadi lagi mengingat masalah yang mendasar justru tidak 
tertangani. Kurangnya kesadaran kerajaan dalam penanganan krisis ini dapat disebut krisis 
manajemen. Sehingga diperlukan manajemen krisis yang komprehensif, baik jangka pendek 
mahupun jangka panjang. 
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Suatu krisis pada umumnya merupakan suatu kejadian yang mempunyai dampak luas ke 
masyarakat. Reputasi dari organisasi yang terkena krisis mahupun yang bertanggung jawab 
terhadap terjadinya suatu krisis akan menjadi buruk di mata masyarakat. organisasi tersebut 
akan di salahkan dan mendapat kecaman dari berbagai pihak kerana bertanggung jawab 
terhadap krisis yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat luas. Oleh kerana itu 
pemecahan terhadap krisis harus dilakukan secepat mungkin. Untuk kes jerebu di provinsi Riau 
ini. Reputasi kerajaan pusat mahupun daerah dipertaruhkan. Kekesalan masyarakat terhadap 
jerebu yang setiap tahun mengancam kesihatan dan perekonomian mereka ini yang tidak pernah 
terselesaikan oleh kerajaan memicu ketidakpercayaan masyarakat pada kerajaan. Media massa 
memberitakan jerebu ini terus menerus dan menggali maklumat yang dirasa semakin 
memunculkan fakta bahawa kerajaan memang lalai dalam penanganan jerebu ini. 
 
Dalam kondisi krisis jerebu di Riau saat ini, organisasi kerajaan dituntut dapat berkomunikasi 
dengan baik kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Wilbur Schramm dalam 
Hardjana (Jurnal ISKI, 1998: 12), pada saat krisis terjadi: 
 

1. Arus maklumat mengalami peningkatan luar biasa. Masyarakat ingin tahu 
mengenai perkembangan krisis yang terjadi, apalagi krisis tersebut berulang kali 
terjadi yang menyebabkan terganggunya kesihatan masyarakat hingga mangsa jiwa 
dan materi yang banyak. Dalam hal ini, organisasi seharusnya mampu 
menyediakan maklumat yang akurat sehingga masyarakat tidak harus mencari 
maklumat dari pihak lain yang belum tentu tahu kejadian yang sebenarnya. Dalam 
kes kebakaran lahan di Riau, pihak-pihak yang terkai justeru terkesan menghindar 
untuk memberikan maklumat yang jelas kepada masyarakat. 

2. Sistem komunikasi kehilangan keseimbangan. Kurangnya kordinasi antara pihak-
pihak yang bertanggung jawab pada krisis yang terjadi menyebabkan sistem 
komunikasi menjadi tidak seimbang. Terjadi saling menuding bahawa pihak lainlah 
yang bertanggung jawab atas krisis jerebu yang terjadi.  

3. Kandungan emosi dalam komunikasi krisis sangat terlihat. Banyaknya masyarakat 
yang terkena dampak krisis, banyaknya pihak bersikap tenang dalam menghadapi 
krisis dan menyusun komunikasi krisisnya agar situasi krisis tidak semakin parah. 

4. Jaringan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi media. Dalam situasi 
krisis masyarakat selalu ingin mengetahui perkembangan maklumat terkait krisis 
yang terjadi. Organisasi memanfaatkan media massa seoptimal mungkin untuk 
mengkomunikasikan pesan-pesan atau maklumat kepada masyarakat. 

5. Keterkaitan media massa mengalami lonjakan besar. Media massa menunjukkan 
ketangkasan luar biasa memainkan perannya dalam mengurangi ketidakpastian 
masyarakat. media massa menggali dan memberikan maklumat terkait krisis yang 
sedang terjadi. Masyarakat tergantung pada media massa untuk mengikuti 
perkembangan terjadinya krisis, dampak, mahupun penanganan oleh pihak-pihak 
yang terkait. 

 
Manajemen krisis bermula dari perencanaan krisis. Dalam merencanakannya sejak awal harus 
diperkirakan segala kemungkinan situasi yang akan muncul yang dapat menyulitkan kerajaan 
yang tertimpa krisis . ada tiga kategori besar pendekatan dalam manajemen krisis menurut 
Andre A. Hardjana (Jurnal ISKI, 1998:21-22), antara lain : 

 
1. Pendekatan perubatan (therapeutic) 

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana 
menangani stress yang dialami mangsa krisis dan irasionalitas yang terjadi selama 
dan sesudah krisis 

2. Manajemen isu (issues management) 
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Pendekatan manajemen isu mengutamakan dialog awal antara kerajaan dengan 
kelompok-kelompok pendukung strategiknya mengenai masalah perencanaan 
jangka panjang dan urusan krisis. Perencanaan jangka panjang meliputi isu-isu 
monitoring, penentuan prioriti, dan mengkomunikasikan pandangan-pandangan 
kerajaan pada kelompok-kelompok pendukung strategis. Sedangkan urusan krisis 
menyangkut hal-hal yang muncul saat krisis sehingga terjadi reorientasi dalam 
strategi komunikasi. Dalam masa krisis, sistem komunikasi melemah dan tidak 
berfungsi sehingga memperlambat maklumat dan menambah kebingungan 
masyarakat, sehingga komunikasi perlu dilakukan seawal mungkin agar 
masyarakat memperoleh maklumat yang lengkap dan tahapan-tahapan yang 
diambil kerajaan untuk menangani krisis. 

3. Pendekatan lengkap (eclectic) 
Pendekatan lengkap meliputi segala tanggung jawab dan etika perilaku kerajaan 
yang dinilai berhasil atau gagal dalam menangani krisis. Konsep-konsep yang 
diterapkan mencakupi strategi retorika, pembentukan imej, manajemen kesan, 
peran pemimpin puncak dalam praktik mahupun secara simbolik, budaya 
organisasi, dan formulasi interpretasi atas khalayak. 

 
Pengelolaan krisis biasanya dibagi menjadi beberapa langkah (1) Identifikasi krisis (2) Analisis 
krisis (3) Isolasi krisis, (4) Pilihan strategis, (5) Program pengendalian (Kasali, 2008:231-233). 
Metode yang hampir sama juga dikemukakan Emeraldy Chatra (2008: 80-91), yang menulis 
langkah pengelolaan krisis meliputi (1) Identifikasi krisis, (2) Penyusunan tim krisis, (3) 
Analisis krisis, (4) Penyusunan alternative tindakan, dan (5) Implementasi. Sementara program 
persiapan krisis yang lebih terperinci diusulkan Ditta Amaborseya (Jurnal ISKI, 1998:7-9) yang 
dapat diaplikasikan pada saat terjadi krisis : 
 

A. Persiapan krisis: rencana untuk situasi krisis 
1. Membentuk sebuah tim task force untuk krisis managemen 
2. Menciptakan suatu sistem komunikasi krisis 
3. Menekankan kelemahan yang dimiliki kerajaan  
4. Menekankan pada akibat yang akan dialami setiap stakeholder kerajaan  
5. Menciptakan maklumat yang faktual 
6. Menuliskan buku panduan / pedoman untuk situasi krisis 
7. Membuat simulasi krisis 

 
B. Prinsip-prinsip komunikasi krisis: komunikasi yang proaktif dan responsif untuk 

maklumat yang actual 
 
1. Mengumpulkan semua fakta yang ada 
2. Memutuskan fakta yang akan dimaklumatkan ke publik dan waktu yang tepat 

untuk menyampaikan fakta tersebut 
3. Menyiarkan fakta secara proaktif 
4. Memberikan jawaban / tanggapan secara terbuka dengan maklumat yang faktual 
5. Menunjukkan keprihatinan / perhatian kerajaan kepada publik 
6. Berkomunikasi secara terus menerus    
 

KESIMPULAN 
 
Krisis selalu menelan mangsa sesuai dengan kapasiti dan permasalahannya. Krisis juga terjadi 
tanpa di duga-duga. Namun, bukan bererti krisis tidak dapat diantisipasi. Perencanaan 
menajemen krisis oleh kerajaan yang baik dan komprehensif, mampu meminimalisir dampak 
krisis yang mungkin terjadi di provinsi Riau. Selain itu kerajaan daerah tetap dapat 
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mempertahankan kepercayaan masyarakat dan reputasi pemerintah kerana dengan memiliki 
manajemen krisis bererti kerajaan menunjukkan kepada masyarakat dan stakeholder-nya yang 
lain bahawa pemerintah daerah Riau profesional dalam menghadapi kondisi apapun. Bahkan, 
keberhasilan pemerintah daerah Riau keluar dari krisis jerebu saat ini akan membawa kerajaan 
semakin berjaya. 
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